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TAHUN ANGGARAN 2011
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
WALIKOTA LANGSA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nenior
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kota {DPRK) Langsa
persama Walikota Langsa telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK
Langsa Tahun Anggaran 2011, sesuail dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 905-50 Tahun
2011 tanggal 02 Desember 2011 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Langsa Tahun 2011
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggarsa: 2001 dan
Rancangan Peraturan VWakxota Langsa Tahun 2011 tentarn

a Penabaran Perutahar Angganmn

Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011,

Bahwa Penyempurnaan Sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang
APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggl

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu
menetapkan suatu Qanun,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250 Tahun 2002):
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahur 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400} ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran ilegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) |

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438) |
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Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
glgfs)ra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negéra Nomor
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) |

P}eratgran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintal, Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lemparan Negara Republi indonesw T
Negara Repubik Indonesia Nomaor 4502):
Peraturan Pemerintah Nemot

ahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran

55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomos 4575
Geraturan Pemenntah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Sistem nformast Keuangan Daerah

<

sebanaimana talab diaban aonaan St Cemrerialy Nopros 3% Taban 7 AR
CCiubanan coas Poraturan st W T Lo tanun 2004 temtang Sastosh Inioriets
weuangan Daerah ¢ (Lemiaran Nofa Reptbin indonesa Tahur 201 Memey T n
Cemparan Negara Repubi ARSI

Veraturan Pemerntah Noowor &0 ranui J0u% tentang Hibah Kepada Daerai (Lembaian Negs

Tahun 2005 Momor 139, Tambtahan Lembaran Neyaru Momor 45775,

Peraturan Pemerintah Momar 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran MNegara Nomor 4578)
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan renerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 1ahun 2005 Nomo 150, Tambahan Lembaian
Negara Nomor 4585):

Peraturan Pemerintah Nemor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemertitah Dasrab Lembaran Negara Tahun 2005 Nomer 165 Tambahan
Lembaran Nogara Nomaor 45005

Peraturan Pemerntah Nomor & fahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instanst

Demenntah  (Lembaran Megara  Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2% Tambaban
Lembaran Negara Nomor 4314,

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Dacrah =epada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. dan Informast Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19. Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4693) |

peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5219

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2011 tentang perubahan aas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah |

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011:

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun ( lembaran
Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3},

Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Dagrius Kata Lanlgsd Tanun 2006 Noror 12)

32. Qanun .....



32. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahur 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Langsa Tahun Anggaran 2011,

33. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penetapan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2010.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ANGGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2011
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2011 semula sejumlah
Rp.419.460.933.527 - bertambah sejumiah Rp.42.806.721.274,- sehingga menjadi Rp.462.267.654.801,
dengan rincian sebagai berikut
1 Pendapatan Daerah
a. Semula Rp 411.013.355.694.00
b, Bertambah / (Berkurang) Rp 43.064.472.75100
Jumiah Pendapatan Setelal: Perubahan i " Rp  4R4.078037344590
2 Belanja Daerah
a. Semula Rp 419.460.933.527.00
b, Bertambah ! (Berkurang) Rp 42 806.721.274.00
Jumiah Belanja Setelah Perubahan o " Rp 462.267654.801.00
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan Rp (8.189.326.356.00)
3 Pembiayaan Daerah:
a. Penenmaan
1. Semula Rp 34.701.507.075.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (258.251.477.00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 34 443 255.598.00
b. Pengeluaran
1. Semula Rp 26.253.929.242.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 26.253.929.242.00
Jumlah Netto Setelah Perubahan Rp 8.18_9._33?._3_.‘39;9_(2_
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp -
Pasal 2
1 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdin dari.
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp 24.646.686.445,00
2. Bertambah / (Berkurangj Rp 11.663.750.574,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp 36.310.437.019.00
b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp 242 .988.114.790,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (7.125.817.332,00)
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp 335862297 458.00
¢ Lain Lain Pendapatan Yang Sah
1. Semula Rp 43.378.554.459,00
2. Bertambah / {Berkurang) Rp 38.527.039.509,00
Jumlah Lain Lain FFendapatan Yang Sah Setelah Perubahan Rp 81.805.593.968 00
2 Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dart:
a. Pajak Daerah
\ 1. Semula Rp 7.181.807 680,00
2. Bertambah / {Berkurang) Rp
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp 7.181.607 680 GO

b Retribusi Daerah

1 Semula P 13.684.878.765.00
2 o Bertambalb o (Berk ran S
Jumlads e B S S 10 oA nTE e
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¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp 540.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Setelah Perubahan

Rp 540.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
1. Semula Rp  3.240.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 8.663.750.574,00

Jumiah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Setelah Perubahan

3 Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. Dana Bagi Hasil

b. Belanja Langsung
1 Semula

2 fertambah (Berkennen

Jumian Belany

2. Belanja Tidak Langsung

Rp 11.903.750.574.00

1. Semula Rp 30.001.860.390.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 2.836.634.068,00
Jumiah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp 32.838 494,458 .00
b. Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp 2865.300 454.400.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (9.962.451 400.00)
Jumiah Dana Alokas: Umum Setelan Perubahan  Rp  276.338.003 000,60
¢. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp 26.685.800.000.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp 26.685.800.000.00
4 Lain-lain Pendapatan Daerah vang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc terdirt dan
a. Pendapatan Hibah
1. Semula Rp  1.357.796.000.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (6.652.736.00)
Jumlah Hibah Setcian Perubahan T T T T Rp 1.351.145.264.00
b, Dana Darurat
1. Semula Rp -
2 Bertambah / (Berkurangj R_p -
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp -
c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp 6.603.058.459,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 2.342.306.365.00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp 8945 364.824,00
d. Dana Penyusaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp 35.417.700.000,00
2 Bertarnbah / (Berkurang) Rp 36.191.385.880,00
Jumlah Dana Penyusaian dan Otonomi Khusus
Setelah Perubahan Rp 71.609.085.880.00
e Bantuan Keuangan dar Provinsi atau dari pPemerintah Daerah lainnya
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah
Lainnya Setelah Perubahan Rp
Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp 250.7863.591.290,00
2. Bertambah / (Berkurang) _B’B__ng4.332,0_@_7
Jumlah Belany: ©oian Langsung Sctetah Perubahan Rp 258.089.085.622.00

Rp 204 178 860 174 00



2 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dark:

"‘ a.

3 Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

a.

b.

C

A

o]

1 Pembiayaan

Belanja Pegawai

1. Semula Rp 224.850.978.240,00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp 4.955.094.332,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Belanja Bunga
1. Semula Rp 974.056.000.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan

Belanja Subsidi
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan

Belanja Hibah
1. Semula

Rp 10.864.357.050.00
2 Bertambah / (Berkurang) Rp 121.400.000.00
Jumiah Belanja Hitat cetedlan :\:,-ujr;;han D
Belanja Bantuan Sosial
1 Semula Rp 13.585.000.000.00
2 Bertambah § (Berkurang: Rp 21¢ 8%.0ub, 606,00

Jumiah Belanja Sosat Hatelah P(rubai‘an
Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp -
2 Bertambah / (Berkurang) Rp

Jumiah Belanja Bag Hasil Setelah Perubahan

Belanja Bantuan Keuangan
1 Semula Rp 250.200.000.00
2. Bertambah/ Rp -

D

(Berkurang)

Jumilah Belanja Bantuan Keuanoan Setelah Perubahan

Belanja Tidak Terduga
_ Semula Rp

=p

250.000.000.00
i {Berkurandy) _Bp EOOQO_OQO_Q
Jumiah Belama Tidak Terduga Setelah Perubahan

2. Bertamb

Belanja Pegawai
1. Semula Rp 55.929.742.109.00
2 Bertambah / (Berkurang) jp
Jumilah Belanja Pegawai Setelah Perubahan

Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp 42.908.833. 683,00
2. Bertambah / {Berkurang) Rp @ 6.11 19.551 555.229.00
Jumlah Belanja Barang Jasa Setelah Perubahan
Belanja Modal
1 Semula Rp ©69.338 766 445 00
2 Bertambah / (Berkurangi Rp_ 2575 526.7¢ 1.313.00
Jumiah Belanja Modal Setelah Perubahm

Pasal 4

Caorab sebaganan o

tordint dan
Poncnmaan

N L aA T
1o semula Ry 34t

S07T.0T5

sertanbah CiBerkoant N hn “_,"’

Jumiah Panermman Cogolah Porubahan
Pengeluaran
1, Senmuda fry 26203 026.242.00

2 penambah S (Berkurars S -

3.854.940.400,00

Rp

Rp

Rp

n

Rp

Rp

<P

(1) huruf b terdiri dari:

Rp

Rp

Rp

Rp

229.806.072.572.00

974.056.000.00

10985 757

Obi Uy

15.784.000.000.00

259.200.000.00

’““\H(\(‘\ no 0o

59784 682 509.C0

49.028°

388 912.00

95 365 497 75800

2. Penerimaar



Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a, Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1. Semula Rp 172127513396
2. Bertambah / (Berkurang) Rp (258.251.477.00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA) Setelah Perubahan

Rp
b.  Pencairan Dana Cadangan
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumiah Dana Cadangan Setelah Perubahan Rp
¢. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Setelah Perubaha Rp
d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1 Semula Rp 32.980.231.941.02
7 Lertanbah /2 Berkurang 2

¢ Pepenmaan Kembal Pemiboran Piojaman
toSemuia
2. Bertambah ¢ (Berkurang)

Jumiah Penermmaan Woembah

Puvanman Setelah en Fip
§ Penenmaan Putang Daeruh
1. Semula Rp -
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumiah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan Rp

3 Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf b terdiri dark:
a  Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula Rp -
2 Bertambah / (Berkurang) Rp -

LA U
Jumiah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan  Rp

=

Penyertaan Modal {Investash) Pemerintah Daerah
1. Semula Rp
2 Bertambah / {Berkurang) Rp -

Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp

c. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula Rp 26.253.929.242.00
2. Bertambah / (Berkurang) Rp -
Jumtah Pembayaian Pokok Utang Setelah Perubahan Rp

d  Pembenan Pijaman Dacrah
1. semula Rp
2. Bertambah / (Berkurana) ) Rp ) -

Jumish Pembork o ranan Dactil Setelah Porubahan

Pasal 5
Uraian et lamut cranubahan «naie
pasal 1, tercantum cainm lampiran v

Can ennapatan dan Baliana kota s

32 GBU.23 1. 4941 .02

26 257 429242 00

agamana climaksud o

noroneinpanar DagiAar Yana ik terpisaban Aoy e

dan

1 Lampran Ringkasar Perababan APEK.

2 Lampiran i Ringkasan Forubahan APBK menurut urusan Pamanntahan Dacrab dan

3 Lampiran ! Rincian -oeubanan APBR menunut Penerintahan Daerah, Organisast Sk
Pendapatan Belanja dan Pembiayaan

4 Lampiran IV Rekapitulasy  Perubanan Felanja  menurut urusan Pemerintahan  Daerah
Organisi. - SKPD Proqram don Koegratan,

5 Lampran ¥ Rekapitulon,  omuanan Codutga Lootalt Kot untuk  Hesoaasan

' Katerpuat.: L v erentunin o v T
Pengeloloo ey 2 Tt
' : : A pepan e b



8 Lampiran VIl Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah:
Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBK.

Pasal 7
Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun int dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah.

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 06 DESEMBER 2011 M
10 UHARAM 1432 H

WALIK@TA LANGSA

ZULKIFLI

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 06 DESEMBER_ 2011 MW
MUHARAM 1432 H

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2011 NOMOR 4



